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TENTANO 

KWA)IBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA 
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINOKUNGAN PEMERINTA}-I KABLJPATEN KUDUS 

Menindakianjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban 
Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara, dalam rangka 
menjamin peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja, perlu 
ditetapkan Surat Edaran Bupati Kudus tentang Kewajiban Menaati Keterituan 
Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

- 	Kudus, sebagai berikut: 

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disipliri Pegawai Negeri Sipil 

a. Pasal 4 huruf I disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati 
ketentuan jam kerja; 

b. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa: 

1) pemberhentian dengan hormat tidak atas perrnintaan sendiri 
sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja 
atau lebih dalam 1 (satu) tahun; 

2) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sencliri 
sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja. 

JI. Simpang Tujuh No. I Kudus 
TeIp. (0291) 437010 Fax. (0291) 439300 

Websit.e : http://kuduskab.go.id  



- 

2. Dalarn rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sehagai 
upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, sert.a 
percepatan pembiriaan PNS yang rnelanggar ketentuan masuk kerja di 
Iingkungan Saudara, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar 
melaku kari pengawasan terhadap keb adiran Pegawai di un gkungan nya 
dengan melakukan pemantauan h.asil perekaman absensi Pegawai 
rnelalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SiHADIR). 

3. Jumlah jam kerja efekif yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enarn) han 
kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran 
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kildus sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nornor 66 Tahun 2020 tent.ang 
Sistem Kehadiran Pegawal di Lingku ngan Pemenin th Kabu paten Kudu s. 

4. Kepala Perangkat Daerah/Unit iKeija agar melakukan pengawasar 
terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati 	jam kerja. sesual 
ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainva kirieijeL 
individu clan organisasi. 

5. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kera dikenakan 
hukuman disiplin sebagaimana peraturan perunidang- u nidangan yang 
berlaku. 

l:)emikian untuk dapat dipedoiiani dan dilaksanakan 

BUPATI KUDUS 

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH. 

Tenibusan: 

1, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (sebagai laporan); 

2. CxubernurJawaTengah; 
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 

tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kudus; 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 

Tahun 2017; 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. 

    

 II. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 

 A. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 

  RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan tahun terakhir 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 

diarahkan pada ”Peningkatan kesejahteraan didukung penguatan 

daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan 

cerdas”. 
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 B. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 

  1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 

   Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya 

manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Sampai dengan tahun 2020, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 

75,00 dan masuk kategori tinggi. Indikator lain ditunjukkan 

dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2020 

sebesar 8,75 dan harapan lama sekolah tahun 2020 sebesar 

13,23. Angka-angka tersebut masih perlu didorong pada tahun 

2023 agar sasaran akhir RPJMD dapat tercapai. Berdasarkan 

kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan 

efisien dalam meningkatkan kualitas dan daya saing 

sumberdaya manusia. Beberapa hal yang harus dioptimalkan 

dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya 

manusia antara lain : 

   a. Pendidikan 

    Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh 

sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang 

sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. 

Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang 

informatika, penemuan dan inovasi di segala bidang, 

dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab 

tantangan jaman, di samping pengembangan karakter dan 

penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di 

semua tingkatan. Selain itu, akses pelayanan pendidikan 

juga menentukan tingkat kualitas dan saya saing 

sumberdaya manusia. 

   b. Kesehatan 

    Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan 

adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih 

relatif tinggi, yaitu 8,26 per 1000 kelahiran hidup, dan 

101,57 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk 

menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan 

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan 

mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana 

kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan 

sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan 

dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat 

Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok 

masyarakat berkebutuhan khusus. 

  2. Tata kelola pemerintahan 

   Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik 

dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan 

tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan 

profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, 

serta pelayanan publik yang prima. Hasil evaluasi SAKIP 

Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 68,93, maka 

Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang 
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dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, 

sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta 

indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. 

  3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman 

   Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan 

strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan 

program-program pembangunan. Kehidupan yang toleran dan 

kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan 

tertib. Angka kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 0,015 

menunjukkan bahwa kondusifitas wilayah perlu ditingkatkan 

dengan melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat 

pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan 

kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh 

elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga 

diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga 

kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan 

bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban 

sosial. 

  4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha 

   Seiring dengan adanya pandemi Covid-19, jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 

7,31% pada tahun 2020. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi 

oleh angka pengangguran yang memicu persoalan 

kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus 

pada tahun 2020 juga meningkat sebesar 5,53%. Berbagai upaya 

untuk menurunkan tingkat pengangguran dilakukan dengan 

memberi pelatihan-pelatihan teknis dan seminar kewirausahaan 

untuk memberikan semangat pada angkatan kerja yang belum 

mendapatkan pekerjaan. 

  5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya 

dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 

   Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti 

bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang 

berkelanjutan. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang 

memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca menyebabkan 

bencana alam rawan terjadi. Menurut data BPS tahun 2020, 

bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan 

kerugian di Kabupaten Kudus yaitu banjir (15 kali) dan tanah 

longsor (6 kali). Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk 

siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam 

yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi 

bencana harus dilakukan secara optimal. Selain itu, 

pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh 

wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar 

wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan 
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wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta 

memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus pada 

tahun 2020 sebesar 64,20 dan harus terus ditingkatkan. 

Penebangan hutan tidak hanya menyebabkan resiko tanah 

longsor dan banjir, tapi juga menyebabkan keringnya mata air, 

sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan 

kekeringan. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat 

limbah industri juga masih banyak terjadi di wilayah Kudus. 

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami 

pencemaran dan pendangkalan. Untuk itu diperlukan tindakan 

nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama stakeholders, 

akademisi, serta peran aktif masyarakat. 

    

 C. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 

  Tahun 2023 merupakan tahap keempat (2020-2025) RPJPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Tahap keempat RPJPD 

ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang 

religius, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai 

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian 

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah 

yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing dengan mempertimbangkan keberlanjutan program 

pembangunan. 

  Pembangunan jangka panjang tahap keempat diprioritaskan pada :   

  1. Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika, dan 

berbudaya; 

  2. Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama 

dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang; 

  3. Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing 

sesuai dengan perkembangan global 

  4. Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia 

  5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan 

  6. Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan 

keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik 

  7. Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) 

  8. Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera; 

  9. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum 

  10. Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

  Tahun 2023 juga merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan visi pembangunan 

“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan 

Sejahtera”. Guna mewujudkan tujuan pembangunan menengah 

tersebut, maka pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023 
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diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan 

daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan 

cerdas” dengan prioritas pada : 

  1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran 

  2. Penguatan daya saing daerah 

  3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan 

  4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

  5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 

     

 D. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 

  Sasaran makro pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 

yaitu : 

   1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5-3,16% 

   2. PDRB per kapita sebesar Rp. 134-140 juta 

   3. Angka kemiskinan sebesar 5,99-6,35% 

   4. Angka pengangguran sebesar 2,95-3,40% 

   5. Laju inflasi sebesar 3+1% 

     

 III. MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 
2023 

 A. Musrenbang Desa 
  1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan (stakeholder) desa, yaitu pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja 

Pembangunan Desa pada tahun anggaran yang direncanakan 

dalam mengatasi permasalahan desa. 

  2. Penyelenggaraan Musrenbang Desa berpedoman peraturan 

perundangan yang mengatur tentang desa dan Peraturan Bupati 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017. 

  3. Hasil Musrenbang Desa berupa Daftar Usulan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat 

sebagai bahan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan 

sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

  4. Usulan Musrenbang Desa diinput dalam sistem aplikasi SIPD 

berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang telah 

diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah. 

  5. 

 

 

6.  

Kepala Desa mengawal hasil Musrenbang Desa dalam 

Musrenbang Kecamatan dan berperan serta dalam Musrenbang 

Kabupaten. 

Penginputan data hasil Musrenbang Desa ke dalam sistem 

aplikasi SIPD dengan alamat 

kuduskab.sipd.kemendagri.go.id paling lambat bulan 

Januari 2022. 
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 B. Musrenbang Kelurahan  
  1. Pengertian 
   Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan 

para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan yang 

dikoordinasikan oleh kecamatan, untuk membahas dan 

menyepakati Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan 

Pembangunan Kelurahan yang direncanakan dalam mengatasi 

permasalahan kelurahan. 

    

  2. Tujuan 

   a) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan 

masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan 

pada tingkat di bawahnya; 

   b) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan 

sendiri oleh kelurahan yang dibiayai melalui APBD 

Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya; dan 

   c) Menetapkan prioritas kegiatan yang  akan  diajukan  untuk 

dibahas pada Musrenbang Kecamatan untuk menjadi 

kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD 

Kabupaten atau APBD Provinsi. 

   d) Menyepakati tim delegasi kelurahan yang akan mewakili 

mengawal usulan kelurahan pada Musrenbang Kecamatan. 

     

  3. Masukan 

   Hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang 

Kelurahan adalah: 

   a) Daftar prioritas masalah di kelurahan dan kelompok-

kelompok masyarakat; 

   b)  Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan tahun 

sebelumnya; 

   c) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun 

mendatang yang dirinci berdasarkan Perangkat Daerah 

pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kelurahan, 

yang disampaikan ke tingkat kecamatan. 

 

  4. Mekanisme 

   Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari 

tahapan : 

   a) Tahap Persiapan: 

    1) Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok 

masyarakat melakukan musyawarah. 

    2) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh 

Lurah dalam bentuk Surat Keputusan Lurah. TPM 

Kelurahan terdiri dari aparat kelurahan. 

    3) Pengumuman jadwal dan agenda Musrenbang 

Kelurahan secara terbuka. 

   b) Tahap Pelaksanaan: 

    1) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan 

oleh Camat atau perangkat kecamatan; 
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    2) Pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahun 

sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang 

dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya oleh 

Lurah; 

    3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh 

masyarakat Kelurahan oleh perwakilan masyarakat 

(TPM); 

    4) Pemisahan kegiatan berdasarkan: 

     (a) Kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh 

Kelurahan; 

     (b) Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat 

Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang 

Kecamatan. 

    5) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang 

akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan 

di Kelurahan. 

      

  5. Waktu Pelaksanaan 

   Waktu pelaksanaan selambat-lambatnya pada minggu IV bulan 

Januari 2022. 

      

  6. Peserta 

   Peserta Musrenbang Kelurahan adalah unsur Pemerintah 

Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Bappeda, Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/LPMK, Tim Penggerak 

PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan 

lainnya, organisasi keagamaan, organisasi wanita, unsur 

keterwakilan masyarakat, kelompok rentan termaginalkan, 

Partai Politik serta DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sesuai 

daerah pemilihannya. 

      

  7. Narasumber 

   Lurah, Camat atau perangkat kecamatan, anggota DPRD dan 

Perangkat Daerah yang terkait. 

      

  8. Tugas Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) dan Delegasi 

Kelurahan : 

   a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan; 

   b) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan; 

   c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat 

Musrenbang Kelurahan; 

   d) Mendaftar calon peserta Musrenbang; 

   e) Merumuskan hasil Musrenbang Kelurahan yang disepakati 

dan dituangkan dalam lampiran berita acara; 

   f) Menyusun berita acara hasil Musrenbang; 

   g) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan 

Kelurahan; 
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   h) Membantu delegasi Kelurahan dalam menjalankan tugasnya 

di Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten;  

   i) Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan 

Kelurahan. 

   j) Memaparkan  daftar  prioritas  kegiatan  pembangunan 

Kelurahan  pada  Forum  Musrenbang Kecamatan. 

     

  9. Hasil 

   Hasil Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan dituangkan ke 

dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di  

Kelurahan. 

Berita Acara ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap 

unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. 

Berita Acara hasil kesepakatan musrenbang kelurahan 

dilampiri: 

   a) Notulensi; 

   b) Daftar prioritas kegiatan yang akan yang akan dilaksanakan 

sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan baik fisik 

maupun non fisik; 

   c) Daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan skala 

Kelurahan yang akan didanai oleh swadana masyarakat; 

   d) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke 

Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan 

dengan kriteria kegiatan merupakan kewenangan 

kabupaten, bersifat lintas kelurahan, berdampak luas, dan 

membutuhkan anggaran yang besar; 

   e) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke 

Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Provinsi dengan 

kriteria kegiatan merupakan kewenangan provinsi, bersifat 

lintas wilayah dan berdampak luas, dan sesuai prioritas 

provinsi; 

   f) Daftar usulan yang belum disetujui dalam musrenbang 

kelurahan beserta alasannya; 

   g) Daftar nama delegasi yang dikuatkan dengan keputusan 

Lurah; dan 

   h) Daftar hadir peserta Musrenbang Kelurahan. 

   Usulan Musrenbang Kelurahan diinput dalam sistem aplikasi 

SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang 

telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan 

daerah. 

Penginputan data hasil Musrenbang Kelurahan ke dalam 

sistem aplikasi SIPD dengan alamat 

kuduskab.sipd.kemendagri.go.id paling lambat bulan 

Januari 2022. 

     

 C. Musrenbang Kecamatan 

  1. Pengertian 

   a) Musrenbang Kecamatan adalah forum Musyawarah 

stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan 
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prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati 

kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan yang 

bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. 

   b) Stakeholder Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan 

dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk 

mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak 

yang berkaitan dengan atau terkena dampak hasil 

musyawarah. 

     

  2. Tujuan 
   a) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan 

pembangunan desa/kelurahan hasil-hasil Musrenbang 

Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan 

pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 

   b) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas 

pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup 

dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan. 

   c) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas 

pembangunan desa/kelurahan yang belum disepakati dalam 

prioritas kegiatan pembangunan kecamatan. 

   d)  Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan 

di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah Kabupaten. 

     

  3. Masukan 

   Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan 

Musrenbang Kecamatan antara lain: 

   a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan dari masing-masing 

Desa/Kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan; 

   b) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang 

akan datang yang dirinci berdasarkan Perangkat Daerah 

pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan 

yang bersangkutan; 

     

  4. Mekanisme 

   Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan 

dengan tahapan: 

   a) Tahapan Persiapan, dengan kegiatan: 

    1) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) 

Kecamatan dan Tim Verifikasi dengan SK Camat. TPM 

Kecamatan terdiri dari aparat kecamatan. Tim Verifikasi 

terdiri dari unsur TPM Kecamatan, UPT Perangkat 

Daerah Kecamatan; 

    2) Sosialisasi Surat Edaran Pedoman Penyelenggaraan 

Musrenbang kepada desa/kelurahan; 

    3) Kompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang 

menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah dari masing-
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masing Desa/Kelurahan berdasarkan masing-masing 

fungsi/Perangkat Daerah; 

    4) Penyusunan dan pengumuman jadwal dan agenda 

Musrenbang secara terbuka. 

      

   b) Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan: 

    1) Pemaparan masalah dan prioritas pembangunan 

Kecamatan oleh Camat; 

    2) Pemaparan Rencana Program Pembangunan di 

Kecamatan yang bersangkutan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

    3) Pemaparan prioritas kegiatan dan klarifikasi urutan 

prioritas dari masing-masing Desa/Kelurahan oleh 

Camat; 

    4) Verifikasi oleh delegasi Perangkat Daerah untuk 

mengakomodir usulan kegiatan prioritas yang diusulkan 

oleh Desa/Kelurahan sudah tercantum menurut 

masing-masing Perangkat Daerah. Tim Verifikasi 

melaksanakan penilaian terhadap prioritas hasil 

Musrenbang Desa/Kelurahan; 

    5) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan 

kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta 

Musrenbang namun belum diusulkan oleh 

Desa/Kelurahan (kegiatan lintas Desa/Kelurahan yang 

belum diusulkan Desa/Kelurahan); 

    6) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan 

kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/ 

Perangkat Daerah; 

    7) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan desa/ 

kelurahan yang belum disepakati beserta alasannya 

      

  5. Waktu Pelaksanaan 

   Waktu pelaksanaan selambat-lambatnya pada minggu II bulan 

Februari 2022. 

      

  6. Peserta 

   Peserta Musrenbang Kecamatan adalah Kepala Desa dan Lurah, 

delegasi Musrenbang Desa, Delegasi Kelurahan, Bappeda, 

pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi sesuai 

daerah pemilihannya, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh 

masyarakat, Tim Penggerak PKK, Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan, keterwakilan perempuan dan kelompok 

rentan termaginalkan serta keterwakilan Partai Politik.  

      

  7. Narasumber 

   a) Dari Kabupaten : Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, perwakilan 

Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala-kepala Unit 
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Pelayanan di Kecamatan yang bersangkutan, anggota DPRD 

dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan. 

   b) Dari Kecamatan : Camat dan aparat Kecamatan. 

      

  8. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) : 

   a) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang 

Desa/Kelurahan; 

   b) Menyusun dan mengumumkan jadwal dan agenda 

Musrenbang secara terbuka; 

   c) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen 

untuk Musrenbang Kecamatan 

   d) Mendaftar peserta Musrenbang; 

   e) Membantu para delegasi Kecamatan dalam melaksanakan 

tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang 

Kabupaten; 

   f) Merangkum daftar prioritas pembangunan di wilayah 

Kecamatan untuk dibahas pada Forum Perangkat Daerah 

dan Musrenbang Kabupaten; 

   g) Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan 

sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang 

disepakati, dan daftar kegiatan yang belum disepakati; dan 

   h) Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan 

beserta lampiran dan data dukung (undangan, 

dokumentasi), kepada Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah dan anggota DPRD 

dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan 

berupa hardcopy dan softcopy paling lambat 3 hari setelah 

pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 

     

  9. Hasil 

   Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain daftar 

rencana kegiatan prioritas yang dilaksanakan di kecamatan 

yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang disusun 

menurut Perangkat Daerah dan atau gabungan Perangkat 

Daerah. 

Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan dituangkan dalam Berita 

Acara kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. 

Berita Acara ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap 

unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. 

Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan 

dilampiri: 

   a) Kegiatan prioritas pembangunan skala kecamatan yang : 

    1) diusulkan ke Kabupaten; 

2) diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi; 

3) diusulkan untuk dibiayai APBN; dan 

4) dibiayai secara pihak ketiga (swadaya atau dana CSR). 

   b) Daftar usulan yang belum disetujui di kecamatan beserta 

alasannya; 

   c) Daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan. 
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   Usulan Musrenbang Kecamatan diinput dalam sistem aplikasi 

SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang 

telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan 

daerah. 

Penginputan data hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam 

sistem aplikasi SIPD dengan alamat 

kuduskab.sipd.kemendagri.go.id paling lambat bulan 

Februari 2022. 

      

 D. Konsultasi Publik  

  1. Pengertian 

   a) Konsultasi Publik adalah forum musyawarah pemangku 

kepentingan (stakeholder) dalam rangka menjaring aspirasi 

DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD seperti hasil 

aspirasi melalui reses dan dengar pendapat dengan 

masyarakat dan/atau pemerintah daerah; 

   b) Stakeholder Konsultasi Publik terdiri dari unsur DPRD, 

Perangkat Daerah, akademisi/perguruan tinggi, asosiasi 

profesi, pengusaha, dan tokoh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas 

dan efisiensi penyelenggaraan; 

   c) Hasil Konsultasi Publik merupakan bahan penyempurnaan 

rancangan awal RKPD Kabupaten. 

      

  2.  Tujuan  

   a) Mengakomodir aspirasi DPRD dan stakeholder lainnya yang 

akan menjadi prioritas daerah; 

   b) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan 

prioritas pembangunan daerah; 

   c) Mengklarifikasi dan menyepakati daftar rencana kegiatan 

prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan oleh 

Perangkat Daerah teknis. 

      

  3. Masukan  

   Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan 

Konsultasi Publik antara lain: 

   a) Rancangan awal RKPD; 

   b) Pokok-pokok pikiran dewan yang terbagi dalam 4 (empat) 

komisi sesuai dengan fungsinya dan setidaknya memuat 

usulan-usulan hasil reses atau dengar pendapat. 

      

  4. Mekanisme  

   Mekanisme pelaksanaan Konsultasi Publik dilakukan dengan 

tahapan: 

   a) Tahapan persiapan, dengan kegiatan: 

    1) Penetapan tatacara penyelenggaraan Konsultasi Publik 

(jadwal, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran 

konsultasi publik); 
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    2) Penetapan Tim Penyelenggara Konsultasi Publik oleh 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah; 

    3) Pengumuman secara terbuka jadwal, agenda 

pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Konsultasi 

Publik 

      

   b) Tahap pelaksanaan, dengan kegiatan: 

    1) Pendaftaran peserta Konsultasi Publik; 

    2) Pemaparan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

oleh Bupati; 

    3) Pemaparan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD; 

    4) Pemaparan rancangan awal RKPD oleh Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah; 

    5) Pembahasan program prioritas daerah; 

    6) Penetapan prioritas kegiatan sesuai dengan fungsi 

Perangkat Daerah. 

      

  5. Waktu pelaksanaan 

   Konsultasi Publik dilaksanakan pada minggu I bulan Februari 

2022. 

      

  6. Peserta 

   Peserta Konsultasi Publik adalah unsur DPRD, Perangkat 

Daerah, akademisi/perguruan tinggi, asosiasi profesi, 

pengusaha dan tokoh masyarakat atau anggota masyarakat 

yang ingin berpartisipasi. 

    

  7. Narasumber 

   Narasumber Konsultasi Publik adalah Bupati, Ketua DPRD, dan 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah. 

      

  8. Tugas Tim Penyelenggara Konsultasi Publik: 

   a) Menyusun dan mengumumkan jadwal Konsultasi Publik 

secara terbuka; 

   b) Menyusun rincian agenda pembahasan Konsultasi Publik; 

   c) Mengundang peserta Konsultasi Publik; 

   d) Mendaftar peserta Konsultasi Publik; 

   e) Mempersiapkan bahan-bahan, peralatan, serta notulensi 

untuk Konsultasi Publik 

   f) Merangkum berita acara hasil Konsultasi Publik. 

     

  9. Hasil 

   a) Hasil Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara 

Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik;  
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   b) Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik 

ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur 

stakeholder yang menghadiri Konsultasi Publik; 

   c) Hasil Konsultasi Publik dijadikan sebagai bahan 

penyempurnaan Rancangan Awal RKPD; 

   d) Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik dilampiri 

dengan: 

    1) Usulan kegiatan dewan, usulan Perangkat Daerah dan 

aspirasi stakeholder lainnya; 

    2) Daftar usulan yang belum disetujui dalam Konsultasi 

Publik beserta alasannya; 

    3) Daftar hadir peserta Konsultasi Publik. 

      

 E. Forum Perangkat Daerah  

  1. Pengertian  

   a) Forum Perangkat Daerah (forum yang berhubungan dengan 

fungsi/subfungsi, kegiatan sektor dan lintas) adalah wadah 

bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas 

prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang 

Kecamatan dengan Perangkat Daerah yang tata cara 

penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah 

terkait; 

   b) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah memperhatikan 

masukan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan 

Perangkat Daerah tahun berjalan, rancangan awal RKPD 

serta Renstra Perangkat Daerah. Apabila salah satu  

dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah dapat tetap dilaksanakan; 

   c) Jadwal pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ditentukan 

dan dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, disesuaikan dengan 

volume kegiatan setempat; 

   d) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah memprioritaskan pembentukan 

Forum Perangkat Daerah pada: 

    1) Fungsi pelayanan dasar pemerintah seperti sosial 

budaya, pemerintahan, prasarana wilayah dan ekonomi; 

dan 

    2) Perangkat Daerah pelaksana urusan yang berkaitan 

dengan prioritas program-program pembangunan 

kabupaten tersebut. Adapun Forum Perangkat Daerah 

yang dilaksanakan terdiri dari Forum Sosial Budaya, 

Forum Pemerintahan, Forum Prasarana Wilayah dan 

Ekonomi; 

   g) Hasil Forum Perangkat Daerah adalah Rancangan Renja 

Perangkat Daerah, merupakan hasil penajaman, 

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan yang memuat 

kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci 

menurut prioritas pembangunan, dan sudah dibagi untuk 
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pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan 

APBN; 

     

  2. Tujuan 

   a) Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah 

dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang 

RKPD di kecamatan; 

   b) Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan 

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah; 

   c) Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat 

Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka 

optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan 

untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; 

   d) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam 

Rancangan Renja Perangkat Daerah; 

   e) Menyesuaikan prioritas Rancangan Renja Perangkat Daerah 

dengan plafon/pagu dana Perangkat Daerah yang termuat 

dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah); 

   f) Mensinergikan usulan yang didanai dari APBD Provinsi dan 

APBN dengan kebijakan dan program yang termuat dalam 

RKP dan RKPD provinsi, yang didukung dengan hasil print 

out usulan yang diinput pada Minggu III Februari 2022. 

     

  3. Masukan 

   Yang perlu disiapkan dalam Forum Perangkat Daerah adalah : 

   a) Dari Provinsi : informasi kebijakan, program dan kegiatan 

dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD 

Provinsi. 

   b) Dari Kabupaten: 

    1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra 

Perangkat Daerah; 

    2) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan Awal 

RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-

masing Perangkat Daerah; 

    3) Rancangan Renja Perangkat Daerah; 

    4) Daftar individu/organisasi masyarakat skala 

kabupaten, seperti asosiasi profesi, LSM, Perguruan 

Tinggi dan yang memiliki keahlian serta perhatian 

terhadap fungsi/ Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

    5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang 

terkait dengan pembangunan; 

   c) Dari kecamatan antara lain adalah daftar prioritas kegiatan 

pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang 

Kecamatan. 

      

  4. Mekanisme 

   a) Tahap persiapan, dengan kegiatan: 



- 17 - 

 

    1) Penetapan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum 

Perangkat Daerah (jadwal, tempat, peserta, agenda 

pembahasan dan keluaran Forum Perangkat Daerah); 

    2)  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah menetapkan Tim 

Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan 

jumlah dan formasi yang telah ditetapkan; 

    3) Tim Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

     (a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan 

pembangunan dari setiap kecamatan; 

     (b) Mengkompilasi daftar perincian kegiatan 

pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja 

Perangkat Daerah; 

     (c) Mengidentifikasi dan perkiraan biaya prioritas 

kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan; 

     (d) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum 

Perangkat Daerah; 

     (e) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda 

pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum 

Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 hari 

sebelum pelaksanaan; 

     (f) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon 

peserta Forum Perangkat Daerah; 

     (g) Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen 

untuk Forum Perangkat Daerah. 

       

   b) Tahap pelaksanaan, dengan kegiatan: 

    1) Pendaftaran peserta Forum Perangkat Daerah oleh 

masing-masing Tim penyelenggaraan Forum Perangkat 

Daerah; 

    2) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan 

pembangunan menurut rancangan Renja Perangkat 

Daerah oleh Koordinator Forum Perangkat Daerah; 

    3) Klarifikasi berbagai usulan prioritas kegiatan 

kecamatan oleh para delegasi kecamatan telah 

diakomodir Perangkat Daerah terkait; 

    4) Verifikasi prioritas berbagai kegiatan kecamatan oleh 

para delegasi Perangkat Daerah untuk memastikan 

prioritas kegiatan dari kecamatan; 

    5) Pemaparan prioritas kegiatan dari plafon/pagu dana 

indikatif Perangkat Daerah yang bersumber dari 

prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD 

Kabupaten; 

    6) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas 

kegiatan pembangunan baik dari kecamatan maupun 

dari Rancangan Renja Perangkat Daerah; 

    7) Menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan; 
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  5. Waktu pelaksanaan 

   Forum Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 

minggu I bulan Maret 2022. 

       

  6. Peserta 

   Peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari para 

delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok 

masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung 

dengan fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat 

Daerah yang bersangkutan. 

       

  7. Narasumber 

   Kepala/para pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, anggota 

DPRD dan komisi pasangan kerja masing-masing Perangkat 

Daerah kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai 

dengan fungsi Perangkat Daerah, ahli/profesionalisme baik yang 

berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 

       

  8. Tugas Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah : 

   a) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan; 

   b) Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan 

Forum Perangkat Daerah; 

   c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat 

pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 

   d) Mendaftar peserta Forum Perangkat Daerah; 

   e) Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat 

Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah; 

   f) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk 

penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah; 

   g) Merangkum berita acara penyelenggarakan Forum Perangkat 

Daerah; 

   h) Melaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah hasil pemutakhiran 

rancangan Renja Perangkat Daerah; dan 

   i) Memberikan hasil Forum Perangkat Daerah kepada Komisi 

pasangan kerja di DPRD. 

     

  9. Hasil 

   a) Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum 

Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dari 

kerangka anggaran Perangkat Daerah; 

   b) Prioritas kegiatan yang sudah dipilih, disusun menurut 

kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya prioritas 

kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-

masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan paling 

lambat 3 hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah; 

   c) Berita acara Forum Perangkat Daerah kabupaten. 
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 F. Musrenbang Kabupaten  

  1. Pengertian 

   a) Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder 

kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten 

berdasarkan Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum 

Perangkat Daerah; 

   b) Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang 

dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, 

APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan penyempurnaan 

Rancangan RKPD Kabupaten untuk menjadi dasar 

penyusunan anggaran tahunan; 

     

  2. Tujuan 
   a) Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 

dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan 

yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten; 

   b) Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah 

disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah 

kabupaten sebelum musrenbang RKPD kabupaten 

dilaksanakan;  

   c) Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan 

prioritas daerah Kabupaten;  

   d) Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program 

dan kegiatan prioritas daerah; dan 

   e) Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi 

menurut Perangkat Daerah yang berhubungan dengan 

prioritas pembangunan. 

     

  3. Masukan 

   Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan 

Musrenbang Kabupaten adalah : 

   a) Dari Kabupaten : 

    1) Rancangan RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

berdasarkan prioritas pembangunan daerah; 

    2) Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum 

Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan 

kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih 

berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, 

APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan 

lainnya; 

    3) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh 

Bupati, yang terdiri atas : 

     (a) Plafon untuk setiap Perangkat Daerah;  

     (b) Plafon untuk alokasi dana desa; dan 

     (c) Plafon untuk bagi hasil kepada desa. 

    4) Daftar nama Sidang Kelompok sebagai forum diskusi 

dalam Musrenbang Kabupaten; 
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    5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait 

dengan pembangunan; 

       

   b) Dari Kecamatan: 

    1) Daftar prioritas kegiatan pembangunaan yang berasal 

dari kecamatan; 

    2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk 

mengikuti Forum Perangkat Daerah, Musrenbang 

Kabupaten dan Sidang Kelompok. 

       

  4. Mekanisme  

   a) Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

    1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah melakukan hal-hal: 

     (a) Menetapkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang; 

     (b) Menetapkan penyelenggara Musrenbang 

Kabupaten; 

     (c) Menyampaikan jadwal penyelenggaraan 

Musrenbang kepada Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan 

Daerah Provinsi paling lambat minggu II bulan 

Februari 2022. 

       

    2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 

     (a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan 

dari Forum Perangkat Daerah, Musrenbang 

Kecamatan dan aspirasi anggota DPRD pada 

pelaksanaan reses; 

     (b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang; 

     (c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan 

tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari 

sebelum acara Musrenbang dilaksanakan, agar 

peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan 

atau diundang; 

     (d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang 

calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik 

delegasi dari kecamatan maupun dari Forum 

Perangkat Daerah; 

     (e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta 

notulen untuk Musrenbang Kabupaten. 

       

   b) Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut: 

    1) Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan 

pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan 

oleh Bupati oleh Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

    2) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan 

pembangunan dari Forum Perangkat Daerah berikut 

pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara; 
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    3) Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan 

pembangunan tahun berikutnya; 

    4) Membagi peserta ke dalam Sidang Kelompok berdasarkan 

rumpun fungsi/Perangkat Daerah atau bidang; 

    5) Sinkronisasi, verifikasi hasil forum Perangkat Daerah, 

usulan Perangkat Daerah, delegasi kecamatan oleh Ketua 

Tim Penyelenggara; 

    6) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran 

plafon anggaran APBD setempat serta yang akan 

diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, 

APBN maupun sumber dana lainnya. 

       

  5. Waktu pelaksanaan :  

   Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu IV 

bulan Maret 2022. 

       

  6. Peserta 

   Peserta Musrenbang Kabupaten adalah Bupati dan Wakil 

Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, Forkominda, 

DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, unsur pemerintah 

pusat, unsur pemerintah provinsi, Kepala Perangkat Daerah, 

Camat, unsur keterwakilan peserta Musrenbang Kecamatan, 

Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Tim 

Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi 

Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh 

masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/ 

Perusda, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat 

rentan termaginalkan, keterwakilan Partai Politik serta 

Kabupaten yang berbatasan. 

       

  7. Narasumber 

   Bupati, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 

Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah, DPRD, dan perwakilan Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan 

Daerah Provinsi. 

       

  8. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah 

penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan 

plafon/pagu anggaran berdasarkan fungsi/ Perangkat Daerah 

   a) Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang 

RKPD; 

   b) Rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

   c) Daftar usulan yang yang belum disetujui musrenbang RKPD; 

   d) Program/kegiatan yang akan dibiayai APBD kabupaten; 

   e) Program/kegiatan yang diusulkan dibiayai APBD Provinsi; 

   f) Program/kegiatan yang diusulkan dibiayai APBN; dan 

   g) Program/kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh 

masyarakat. 
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   Catatan: 

    Bagi program/kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD 

Provinsi melalui Bantuan Keuangan kepada kabupaten (huruf e) 

maka Perangkat Daerah terkait perlu melengkapi usulan 

program/kegiatan tersebut dengan dokumen: 

    1) Tahap pra desain: 

     (a) Dokumen pra studi kelayakan; 

     (b) Dokumen studi kelayakan; 

     (c) Dokumen rencana induk (Master Plan); 

     (d) Dokumen studi AMDAL. 

    2) Tahap desain: 

     (a) Survei, investigasi dan Rancangan Dasar; 

     (b) Rancangan rinci (Detailed Design/Engineering Design); 

     (c)  Tahapan konstruksi/fisik; 

     (d) Tahapan pasca konstruksi. 

       

  9. Penyampaian hasil Musrenbang Kabupaten 

   Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, 

maka pemerintah kabupaten menyampaikan hasilnya kepada: 

   a) DPRD setempat; 

   b) Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten; 

   c) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pembangunan Daerah Provinsi. 

       

 G. Pasca Musrenbang Kabupaten 

  1. Umum 

   Kegiatan pasca Musrenbang terdiri dari beberapa kegiatan 

yakni: 

   a) Penyempurnaan Rancangan RKPD; 

   b) Perumusan Rancangan Akhir RKPD, paling lambat akhir 

bulan Mei; 

   c) Penetapan Perkada RKPD setelah RKPD Provinsi ditetapkan; 

   d) Melaksanakan verifikasi Renja Perangkat Daerah sesuai 

dengan Perkada RKPD;  

   e) Pengesahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan 

Penetapan Renja Perangkat Daerah;  

   f) Monitoring dan evaluasi program. 

     

  2. Tujuan 

   Kegiatan pasca Musrenbang mempunyai tujuan antara lain 

untuk menjamin: 

   a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil 

rencana pembangunan daerah; 

   b) Perumusan prioritas pembangunan dan rumusan usulan 

program/kegiatan yang bersumber dari telaahan pokok-

pokok pikiran DPRD; 

   c) Konsistensi antara hasil perencanaan RKPD dengan RPJMD; 
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   d) Tersedianya materi Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD; 

dan 

   e) Tersedianya informasi untuk mengetahui indikator kinerja 

program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dalam rangka 

mewujudkan visi, misi daerah dan prioritas serta sasaran 

pembangunan tahunan daerah. 

     

  3. Pelaku utama kegiatan pasca Musrenbang Kabupaten 

   a) Bupati dan Wakil Bupati; 

   b) Seluruh pimpinan Perangkat Daerah. 

     

  4. Kegiatan yang perlu dilakukan pasca Musrenbang adalah 

Penyusunan Penyempurnaan Rancangan RKPD, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

   a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah menyediakan informasi kepada 

masyarakat maupun Perangkat Daerah tentang hasil akhir 

RKPD; 

   b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah menyampaikan rancangan RKPD 

kepada pemerintah Provinsi Up. Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 

Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah Provinsi dan Musrenbang Provinsi; 

   c) Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan 

penjelasan, sebagai berikut: 

    1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah memberikan Informasi kepada 

masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik 

yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan 

sumber dana lainnya, berikut besaran plafonnya.  

Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan 

Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (kecamatan 

dan desa/kelurahan); 

    2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana; 

    3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah menanggapi keluhan mengenai 

pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai 

kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan 

yang sedang dan akan dilaksanakan; dan 

    4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah memberikan umpan 

balik/masukan pada perencanaan selanjutnya. 
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 H. Pokok-Pokok Pikiran DPRD 

  Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok 

pikiran DPRD menjadi bagian dari penyusunan RKPD Tahun 2023. 

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :   

  a) Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan 

pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan 

serta masukan dalam perumusan usulan kebutuhan 

program/kegiatan; 

  b) Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan 

sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi 

pendanaan daerah. Untuk tahun 2023, pokok pikiran DPRD 

difokuskan pada : 

1) Infrastruktur; 

2) Perlindungan Sosial;  

3) Pemberdayaan Masyarakat 

dan dapat dipilih berdasarkan kamus usulan reses sesuai 

dengan prioritas daerah yang telah tersedia dalam aplikasi SIPD. 

  c) Pokok-pokok pikiran DPRD dengan substansi arah kebijakan 

pembangunan tahun 2023, disampaikan kepada Bupati melalui 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu usulan 

sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan; 

  d) 

 

 

 

e) 

 

 

 

 

 

f) 

Pokok-pokok pikiran DPRD dengan substansi usulan 

program/kegiatan diinput melalui aplikasi SIPD dengan alamat 

kuduskab.sipd.kemendagri.go.id mulai Minggu III bulan Januari 

2022. 

Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput di SIPD 

selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bappeda dan 

Perangkat Daerah terkait. Hasil verifikasi oleh Perangkat Daerah 

akan dibahas dengan Pimpinan DPRD dalam forum desk 

sinkronisasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang 

dilaksanakan pada Minggu III bulan Februari 2022. 

Penyempurnaan atas pokok-pokok pikiran DPRD hasil desk 

sinkronisasi diinput melalui aplikasi SIPD paling lambat Minggu 

I bulan Maret 2022. 

      

 I. Usulan masyarakat 

  Masyarakat umum dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan 

pembangunan daerah dengan mengusulkan kegiatan melalui 

aplikasi BangUmas yang dapat diakses melalui alamat web 

bappeda.kuduskab.go.id/bangumas dan melalui aplikasi android 

SIPPDAH yang dapat diunduh melalui Google Playstore. Selain itu, 

masyarakat dapat mengajukan usulan dengan membuat akun 

dalam SIPD sebagai individu, kelompok masyarakat atau Lembaga.  

Usulan kegiatan disesuaikan dengan kamus usulan yang ada dalam  

aplikasi SIPD. Ruang lingkup usulan masyarakat/lembaga 

diprioritaskan pada : 

a) infrastruktur; 

b) perlindungan sosial; dan 
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c) pemberdayaan masyarakat. 

Usulan masyarakat akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat 

Daerah pengampu usulan tersebut. 

      

 J. RKPD Non APBD 

  RKPD Non APBD adalah RKPD yang bersumber dari usulan 

masyarakat yang tidak dapat terakomodir melalui RKPD APBD. 

Usulan akan dibahas melalui Forum Corporate Social Responsibility-

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL). Forum ini 

dilaksanakan setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan 

melibatkan Bappeda, OPD terkait dan dunia usaha/swasta. Usulan 

kegiatan yang belum dapat didanai oleh APBD dapat dipilih untuk 

didanai secara partisipatif dan sesuai kemampuan keuangan 

perusahaan oleh pihak swasta melalui fasilitas aplikasi SIPPDAH 

berbasis android dan dapat diunduh melalui Google Playstore. 

      

 III. LAIN-LAIN 
  1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Usulan langsung masyarakat dan usulan reses/pokok-pokok 

pikiran DPRD disampaikan berdasarkan pada kamus usulan. 

Kamus usulan adalah daftar kegiatan/permasalahan yang 

tercantum dalam aplikasi SIPD, yang dapat dipilih oleh 

masyarakat/desa dan anggota DPRD untuk diusulkan dalam 

RKPD. Kamus usulan disusun berdasarkan prioritas, sasaran 

dan fokus pembangunan daerah tahun 2023. 

Usulan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bantuan 

sosial dan hibah baik dari desa, kecamatan maupun pokok-

pokok pikiran DPRD harus dilengkapi dengan proposal beserta 

data dukungnya dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala 

Bappeda paling lambat Minggu III bulan Maret 2022. Proposal 

yang disampaikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari APBD dan Perbup Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan 

Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial. 

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 diupayakan tepat 

waktu, sehingga tidak berpengaruh terhadap rangkaian 

kegiatan perencanaan berikutnya. Adapun jadwal tentatif 

selengkapnya sebagai berikut : 
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No Tahapan Jadwal 

1 Penyusunan SE pedoman 

Musrenbang RKPD 

Minggu III-IV Oktober 

2021 

2 Penyusunan kamus usulan Minggu I-II November 

2021 

3 Penyampaian daftar kamus 

usulan ke DPRD 

Minggu III-IV November 

2021 

4 Input kamus usulan ke SIPD Minggu I-II Desember 

2021 

5 Pengumpulan dan Input Hasil 

Musrenbang Desa/Kelurahan 

Minggu I-IV Januari 

2022 

6 Penyusunan rancangan awal 

RKPD dan rancangan awal Renja 
PD 

Minggu I Desember 

2021-Minggu IV Januari 
2022 

7 Pengumpulan dan pengolahan 

data perencanaan 

Minggu I November 

2021-Minggu III Juni 

2022 

8 Pelaksanaan Forum Konsultasi 
Publik 

Minggu I-II Februari 
2022 

9 Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

di kecamatan 

Minggu I-II Februari 

2022 

10 Penyempurnaan rancangan awal 

RKPD dan rancangan awal Renja 

PD 

Minggu III Februari - 

Minggu I Maret 2022 

11 Pelaksanaan forum desk 

sinkronisasi pokok pikiran DPRD 

Minggu III Februari 

2022 

12 Pelaksanaan Forum PD Minggu IV Februari - 

Minggu I Maret 2022 

13 Penyampaian pokok-pokok 

pikiran DPRD 

Minggu III Januari – 

Minggu I Maret 2022 

14 Penyusunan rancangan RKPD 

dan rancangan Renja PD 

Minggu II-III Maret 2022 

15 Verifikasi Rancangan Renja PD 

oleh Bappeda 

Minggu II-III Maret 2022 

16 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Minggu III-IV Maret 
2022 

17 Penyusunan rancangan akhir 

RKPD 

Minggu I April-Minggu I 

Mei 2022 

18 Reviu rancangan akhir RKPD oleh 

Inspektorat 

Minggu I-II Mei 2022 

19 Fasilitasi rancangan akhir RKPD 
oleh Provinsi 

Minggu I-II Juni 2022 

20 Penyempurnaan Rancangan Akhir 

RKPD 

Minggu III Mei-Minggu 

III Juni 2022 

21 Penetapan RKPD Minggu IV Juni 2022 

22 Pelaksanaan Forum CSR Minggu I-II Juli 2022 

23 Penyusunan rancangan akhir 
Renja PD 

Minggu I-IV Juni 2022 

24 Verifikasi Rancangan Akhir Renja 

PD oleh Bappeda dan reviu 

Rancangan Akhir Renja PD oleh 

Inspektorat 

Minggu I-II Juli 2022 

25 Penetapan Renja PD Minggu IV Juli 2022 
 

    

 

 

 

 

 




